PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Menimbang

a.

KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi
pemerintah, perlu melakukan penataan susunan
organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;
bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi,
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten
Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas bahwa
Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan
Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016
tentang Tugas. Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan
Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang

Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural



Mengingat

Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sudah tidak
sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan
pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga
perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten

Brebes;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);



5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah
Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes
(Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Brebes Nomor 3);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 970);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrsai ke
Jabatan Fungsional (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada
Instansi  Pemerintah Untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BREBES.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

o W N

10.

11.

12.

13.

Daerah adalah Kabupaten Brebes.

Bupati adalah Bupati Brebes.

Sekretariat Daerah yang adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Pejabat Administrasi adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.
Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi
untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih
efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi,
penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.

Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi
Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah untuk mengurangi
tingkatan unit organisasi.

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang
selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui
penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan
mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan
memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Koordinator adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk
membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi,
serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan
fungsinya dan ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Sub Koordinator adalah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas untuk

membantu Kepala Bagian/ Kepala Bidang/ Sekretaris/ Koordinator dalam



14.

(D)
(2)

(1)

menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan
evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup
tugas dan fungsinya dan ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pelaksana Senior adalah Aparatur Sipil Negara yang memenuhi
persayaratan dari sisi administrasi kepegawaian dan mempunyai
kompetensi untuk ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk
diberikan tugas membantu Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala
Bagian/Koordinator pada unit kerjanya dalam menyusun perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

pelaporan kegiatan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah.
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Struktur Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :
a. Sekretaris Daerah.
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
1. Bagian Tata Pemerintahan;
2. Bagian Hukum; dan
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
1. Bagian Perekonomian;
2. Bagian Administrasi Pembangunan; dan

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.



d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
1. Bagian Organisasi; dan
2. Bagian Umum.
e. Staf Ahli.
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

a
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

0

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

A

pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada
Pemerintah Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Sekretariat Daerah mempunyai uraian tugas :
a. mengkoordinasikan kegiatan penyusunan kebijakan daerah;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
c. mengkoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan daerah;



d. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan administratif dan pembinaan
aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati

sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 6

(1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merupakan unsur
pembantu Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah.

(2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Asisten, yang selanjutnya disebut

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 7

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang
pemerintahan, hukum, dan kerjasama, dan pengoordinasian penyusunan
kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja

Sama.

Pasal 8

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Asisten

Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan
kerja sama;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;

c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata
pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata

pemerintahan, hukum dan kerja sama;



e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor

yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan

f. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang

tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama yang berkaitan dengan

tugasnya.

(2) Uraian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sebagai

berikut :

a. merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk

teknis serta pemantauan penyelenggaraan pemerintahan daerah,

pemerintahan desa, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan

rakyat.

b. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan daerah.

c. menyelenggarakan koordinasi kegiatan hukum.

d. menyelenggarakan koordinasi kegiatan kesejahteraan rakyat.

e. mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah, meliputi :

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Inspektorat Daerah;

Dinas Sosial;

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
Dinas Kesehatan;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Kecamatan;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keterangan

pertanggungjawaban Bupati sesuai bidangnya.

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah, Wakil Bupati

dan Bupati terkait lingkup tugasnya.



(1)

(2)

(3)

Bagian Ketiga
Bagian Tata Pemerintahan

Pasal 9

Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan
daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan
pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian

Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerah;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
otonomi daerah;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan
dan otonomi daerah; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Tata Pemerintahan, sebagai berikut :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah;

b. pengoordinasian perumusan kebijakan daerah;

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

o o

. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

e. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi
pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan dan otonomi
daerah;

f. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi

pemerintahan dan kerjasama, administrasi kewilayahan, dan otonomi

daerah;



g. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kkebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah;

h. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah
di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama, administrasi
kewilayahan dan otonomi daerah;

i. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan dan kerjasama,
administrasi kewilayahan, dan otonomi daerah; dan

j- pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(4) Bagian Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata

Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten

Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b angka 1, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional yang terbagi atas tiga Sub Koordinator.

(2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
b. Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan; dan
c. Sub Koordinator Otonomi Daerah.

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
melaksanakan fungsi Bagian Tata Pemerintahan, bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Tata Pemerintahan.

(4) Tugas tiap-tiap Sub Koordinator sebagaimana pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Bagian Hukum

Pasal 11

(1) Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,



pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum

dan dokumentasi dan informasi.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian

Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-
undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi;

d. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
informasi; dan

e. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Bagian Hukum, sebagai berikut :

a. menyusun konsep program kerja bagian hukum sebagai pedoman dan
acuan pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian
tugas habis;

d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan, menelaah dan
mengevaluasi produk hukum;

e. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum;

f. melaksanakan pengkoordinasian kegiatan perlindungan hak asasi
manusia;

g. melaksanakan pendokumentasian dan publikasi produk hukum;

h. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan

pertimbangan pengambilan kebijakan;



(4)

(D

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Bagian Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hukum yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 12

Susunan Organisasi Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
Ayat (1) huruf b angka 2, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional yang
terbagi atas tiga Sub Koordinator;

Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Sub Koordinator Perundang-undangan;

b. Sub Koordinator Bantuan Hukum; dan

c. Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
melaksanakan fungsi Bagian Hukum, bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.

Tugas tiap-tiap Sub Koordinator sebagaimana pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pasal 13

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
pengoordinasian  perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial
dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian
Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di

bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;



b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kkebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat; dan

d. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut :

a. menyusun konsep program kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai
pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian
tugas habis;

d. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dan
pembinaan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesejahteraan masyarakat;

e. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan daerah di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,
dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi
pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan
sosial dan kesejahteraan masyarakat;

h. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

i. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.



(4)

(D

(2)

(3)

(4)

(D

(2)

Bagian Kesejahtaraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 14

Susunan Organisasi Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b angka 3, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional yang terbagi atas tiga Sub Koordinator.

Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Sub Koordinator Bina Mental Spiritual;

b. Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial; dan

c. Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
melaksanakan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat, bertanggung jawab
kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Tugas tiap-tiap Sub Koordinator sebagaimana pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 15

Asisten Perekonomian dan Pembangunan merupakan unsur pembantu
Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana yang dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Asisten, yang selanjutnya disebut Asisten

Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 16

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu

Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah,

pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan

daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang



perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan

sumber daya alam.

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 16, Asisten

Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Pengoordinasian penyusunan  kebijakan daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam;

b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa
dan sumber daya alam;

c. Penyusunan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;

d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pengadaan barang dan jasa;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait
pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perekonomian, administrasi pembangunan, dan sumber daya alam; dan

f. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah
perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan
jasa dan sumber daya alam yang berkaitan dengan tugasnya.

(2) Uraian tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sebagai berikut :

a. merumuskan bahan kebijakan penyusunan program dan petunjuk
teknis serta pemantauan perekonomian, administrasi pembangunan,
pengadaan barang dan jasa.

b. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengembangan perekonomian;

c. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pembangunan.

d. menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengadaan barang dan jasa.

e. mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah, meliputi :

- Dinas Pekerjaan Umum;

- Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampabh;

- Dinas Perhubungan;

- Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan;

- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;



(1)

(2)

- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Dinas Perikanan;
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keterangan
pertanggungjawaban Bupati sesuai bidangnya.
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah, Wakil

Bupati dan Bupati terkait lingkup tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bagian Perekonomian

Pasal 18

Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas

Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan

Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan

perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaiamana dalam ayat (1), Bagian

Perekonomian menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan
Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan
perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian,
dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan
Layanan Umum Daerah, pengendalian dan distribusi perekonomian,

dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil; dan



d.

pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian

dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Bagian Perekonomian, sebagai berikut:

a.

j-

menyusun konsep program kerja bagian perekonomian sebagai
pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian
tugas habis;

melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis serta
pengkoordinasian pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan

Layanan Umum Daerah;

. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis serta

pengkoordinasian pengendalian dan distribusi perekonomian;
melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis serta
pengkoordinasian perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil
mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

(4) Bagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Perekonomian

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang

Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Bagian Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 Ayat (1) huruf c angka 1, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

yang terbagi atas tiga Sub Koordinator.

(2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a.

Sub Koordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan

Layanan Umum Daerah;

b. Sub Koordinator Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

c. Sub Koordinator Sumber Daya Alam, Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam

melaksanakan fungsi Bagian Perekonomian, bertanggung jawab kepada

Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Perekonomian.

Tugas tiap-tiap Sub Koordinator sebagaimana pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 20

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program,
pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1), Bagian

Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan
pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah dibidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan;

Cc. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan pelaporan; dan

d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Administrasi Pembangunan, sebagai berikut :

a. menyusun konsep program kerja bagian administrasi pembangunan

sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;



b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian
tugas habis;

d. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis
berdasarkan renstra dan renja organisasi sebagai pedoman
pelaksanaan tugas Bagian;

e. melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi/instansi terkait dalam

kegiatan penyusunan program, pengendalian dan pelaporan

pembangunan;

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program;

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan;

> @ o

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;

[—p
.

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan
pembangunan;

j. membuat telaahan staf berkaitan dengan penyusunan program,
pengendalian dan  pelaporan pembangunan sebagai  bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. mengkaji evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bagian
pembangunan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;

l. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

m. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

(4) Bagian Administrasi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

Administrasi Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c angka 2, terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional, yang terbagi atas tiga Sub Koordinator.



(2) Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a.

Sub Koordinator Pembina Badan Usaha Milik Daerah dan Badan

Layanan Umum Daerah;

. Sub Koordinator Pengendalian dan Distribusi Perekonomian; dan

Sub Koordinator Sumber Daya Alam, Perencanaan dan Pengawasan

Ekonomi Mikro Kecil.

(3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam

melaksanakan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan, bertanggung

jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Administrasi

Pembangunan.

(4) Tugas tiap-tiap Sub Koordinator sebagaimana pada ayat (2) tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 22

(1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan

kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan

barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,

pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1), Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa, menyelenggarakan fungsi :

a.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara

elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di

bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi

pengadaan barang dan jasa;



d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kkebijakan
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
advokasi pengadaan barang dan jasa; dan

e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian
dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

(3) Uraian tugas Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai berikut :

a. menyusun konsep program Kkerja bagian pengadaan barang dan jasa
sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian
tugas habis;

d. melaksanakan penyusunan peraturan/pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang
dan jasa;

e. melaksanakan penyusunan peraturan/pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik;

f. melaksanakan penyusunan peraturan/pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan pembinaan serta
advokasi pengadaan barang dan jasa;

g. membuat telaahan staf berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pengelolaan pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa sebagai bahan pertimbangan pengambilan
kebijakan;

h. mengkaji evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bagian
Pengadaan Barang dan jasa sebagai bahan pertanggungjawaban kepada
atasan;

i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

j. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas

sebagai wujud pertanggungjawaban;



(4)

(1)

(2)

(1

(2)

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang
berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian

Pengadaan Barang dan Jasa yang berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 23

Susunan Organisasi Bagian Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf c angka 3, terdiri atas :

a. Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;

b. Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan

c. Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin
oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bagian Barang dan Jasa.

Pasal 24

Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan
kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di
bidang Pengelolaan Pengadaan Barang/jasa.

Uraian tugas Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, sebagai

berikut :

a. menyusun konsep program kerja sub bagian pengelolaan pengadaan
barang dan Jasa sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian
tugas habis;

d. melaksanakan kegiatan inventarisasi paket pengadaan barang dan
Jasa;

e. menyelenggarakan kegiatan riset dan analisis pasar barang dan Jasa;

menyiapkan bahan penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;



g. melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta
dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;

h. melaksanakan kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa;

i. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik
lokal /sektoral;

j. membantu perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan
barang/jasa pemerintah;

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah;

. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di masa yang akan
datang;

m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan.

o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;dan

p- melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Pasal 25

(1) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan
kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan
meliputi pelaksanaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara elektronik.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik, sebagai berikut :

a. menyusun konsep program kerja sub bagian administrasi pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan
tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian

tugas habis;



(1)

(2)

d. melakanakan kegiatan pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan
barang/jasa (termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara
elektronik) dan infrastrukturnya;

e. melaksanakan kegitan pengelolaan pelayanan pengadaan barang dan
jasa pemerintah secara elektronik;

f. melakukan fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna
seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa;

g. melaksanakan identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi;

h. melaksanakan kegiatan pengembangan sistem informasi yang
dibutuhkan oleh UKPBJ;

i. melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi pengadaan
barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat luas;

j- melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi kontrak;

k. mengelola informasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan;

. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan
sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di masa yang akan
datang;

m. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

n. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

0. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban; dan

p- melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Pasal 26

Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi,
pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pelaporan pelaksanaan
pengadaan serta menginventarisir dan menghimpun laporan hasil
pelaksanaan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Uraian tugas Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Jasa, sebagai berikut :



. menyusun konsep program kerja sub bagian monitoring, evaluasi dan

pelaporan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi

pelaksanaan tugas;

. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai

dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian

tugas habis;

. melaksanakan kegiatan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang
dan jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang dan

jasa, personel UKPBJ;

. melaksanakan kegiatan pengelolaan manajemen pengetahuan

pengadaan barang dan jasa;

melaksanakan pembinaan hubungan dengan para pemangku

kepentingan;

. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengukuran tingkat

kematangan UKPB]J;

. melakukan analisis beban kerja UKPB]J;

melaksanakan pengelolaan personil UKPBJ;

melaksanakan kegiatan pengelolaan pengembangan sistem insentif

personel UKPB]J;

. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengukuran Kkinerja
pengadaan barang dan jasa pemerintah;
melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan
pemerintah kabupaten, dan desa;

.melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan
jasa pemerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SaKIP;

. melakukan pengelolaan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui

mediasi;

. melakukan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan

secara elektronik;

. melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan

prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan

sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di masa yang akan

datang;



q. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

r. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Bagian Kesepuluh
Asisten Administrasi Umum

Pasal 27

(1) Asisten Administrasi Umum merupakan unsur pembantu Sekretaris
Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Daerah.

(2) Asisten Administrasi Umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Asisten, yang selanjutnya disebut Asisten Administrasi

Umum.

Pasal 28

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan

komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 28, Asisten
Administrasi Umum, menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi
pimpinan, dan perencanaan dan keuangan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

organisasi;



d. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan
keuangan;

e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
organisasi;

f. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi
daerah; dan

g. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
organisasi, umum, dan administrasi pimpinan yang berkaitan dengan
tugasnya.

(2) Uraian tugas Asisten Administrasi Umum, sebagai berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan organisasi, tata laksana, pelayanan publik, analisis jabatan,
analisis beban kerja, kinerja dan reformasi birokrasi.

b. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan pedoman dan
petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan pimpinan dan staf ahli,
perlengkapan, keprotokolan dan Kkerumahtanggaan, keuangan dan
perlengkapan.

c. mengkoordinasikan organisasi perangkat daerah, meliputi :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

2. Badan Pendapatan Daerah;

3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Daerah;

5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik; dan

6. Dinas Arsip dan Perpustakaan.

d. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban Bupati sesuai dengan bidangnya.

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah, Wakil

Bupati dan Bupati sesuai lingkup tugasnya.



(D

(2)

(3)

Bagian Kesebelas
Bagian Organisasi

Pasal 30

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan Kkinerja dan
reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1), Bagian Organisasi

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kelembagaan
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta Kkinerja
dan reformasi birokrasi;

b. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

c. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik
dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

d. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

e. Pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yang berkaitan dengan tugasnya.

Uraian tugas Bagian Organisasi, sebagai berikut :

a. menyusun konsep program kerja bagian organisasi perangkat daerah
sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;

b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi
pelaksanaan tugas;

c. mendistribusikan tugas dan mengarahkan tugas bawahan sesuai
dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian
tugas habis;

d. melaksanakan penyusunan peraturan/pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan dan evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah;



(4)

(D

(2)

(3)

(4)

e. melaksanakan penelaahan data/ informasi sebagai bahan perumusan
kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara, analisis beban
kerja, analisis jabatan dan kompetensi jabatan;

f. melaksanakan penyusunan peraturan/pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja;

g. melaksanakan penyusunan peraturan/pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;

h. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan
sekretariat daerah dan pembinaan pengembangan kepegawaian ;

i. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil
kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;

j- menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan
pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas
sebagai wujud pertanggungjawaban;

l. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

Bagian Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Organisasi yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Bidang

Administrasi Umum.

Pasal 31

Susunan Organisasi Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 Ayat (1) huruf d angka 1, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
yang terbagi atas tiga Sub Koordinator.

Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;

b. Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan

c. Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana.

Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam
melaksanakan fungsi Bagian Organisasi, bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Organisasi.

Tugas tiap-tiap Sub Koordinator sebagaimana pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.



Ba